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BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Kesehatan
agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu

menJrusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 741IMENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kabupaten wajib
menyelenggarakan pelayanan urusan kesehatan
berdasarkan SPM Bidang Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten Mojokerto;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27301:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008:
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minima-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5

Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 20O7

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapal

Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/

PE.R/WI l2OO8 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto
(kmbaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 20O8

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1l tahun

20O8 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2O08 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun

2010 (kmbaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010

Nomor 1O);
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Pe raturan Daerah Mojokerto Kabupaten Nomor 8 tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2011 - 2015 (l,embaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Penjabaran T\rgas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Meneta.pkan : PERATURA.II BITPATI DTOJOKERTO TENTAITG STANDAR
PEL,ITYAI{AIT MII{IMAL BIDAI{G KESEHATAIT DI KABT'PATEX
MOJOIIERTO.

BAB I
KEIENTUAN TIMUITI

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Dinas Kese hatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM

adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang mer:pakan unrsan wajib daeratr yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
pemerintahan.

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu

SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat pelayanan.

8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk
mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesehatan sesuai

dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM
Bidang Kesehatan secara nasional;

-t <+.
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Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang
ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3
Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan meliputi :
a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang

Kesehatan kepada masyarakat;
b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan

kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah:
a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan

Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam
kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah
Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada
masyarakat;

b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur
keberhasilan kine{a penyelenggaraan urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada
masyarakat;

c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama
pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis
kineda;

d. acuan prioritas perenc€rnaan daerah dan prioritas pembiayaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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BAB III
JENIS PEL/\YANAN DASAR, INDII(ATIOR, NILAI

DAIT BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang
Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan, meliputi :

a. Jenis Peiayanan Dasar;

b. Indikator ;

c. Nilai ; dan

d. Batas Waktu Pencapaian.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. Pelayanan kesehatan dasar;

b. Pelayanan kesehatan rujukan;

c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian
Luar Biasa/KLB; dan

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdavaan Masvarakat.

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (21 huruf a, terdiri atas :
a. indikator SPM yang menunjukan cakupan kunjungan

ibu hamil K4 dengan nilai pencapaian secara bertahap
sampai dengan sebesar 95o/o serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

b. indikator SPM yang menunjukan cakupan ibu hamil
dengan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
8O%o serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2015;

c. indikator SPM yang menunjukan cakupan pertolongan
persa-linan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan dengan nilai pencapaian

secara bertahap sampai dengan sebesar 95%o serta batas
waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun
2015;

d. indikator SPM yang men'unjukan cakupan pelayanan ibu
nifas dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai
dengan sebesar 957o serta batas waktu pencapaian

secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
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e. indikator SPM yang menunjukan cakupan neonatal

dengan komplikasi yang ditangani dengan nilai
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 8O7o

serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai
dengan tahun 2015;

f. indikator SPM yang menunjukan cakupan kunjungan

bayi dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai

dengan sebesar 9OYo serta batas waktu pencapaian

secara bertahap sampai dengan tahun 2Ol5;
g. indikator SPM yang menunjukan cakupan

desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan
sebesar >957o serta batas waktu pencapaian secara

bertahap sampai dengan tahun 2015;
h. indikator SPM yang menunjukan cakupan pelayanan

anak balita dengan nilai pencapaian secara bertahap

sampai dengan sebesar gOVo serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

i. indikator SPM yang menunjukan cakupan pemberian

makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak

usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dengan nilai
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar

10O7o serta batas waktu pencapaian secara bertahap

sampai dengan tahun 2015;
j. indikator SPM yang menunjukan cakupan balita gizi

buruk mendapat perawatan dengan nilai pencapaian

secara bertahap sampai dengan sebesar 1007o serta

batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan

tahun 2015;
k. indikator SPM yang menunjukan cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat dengan nilai
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar

1007o serta batas waktu pencapaian secara bertahap

sampai dengan tahun 2015;
l. indikator SPM yang menunjukan cakupan peserta KB

aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai

dengan sebesar 7 OVo serta batas waktu pencapaian

secara bertahap sampai dengan tahun 2Ol5;
m. indikator SPM yang menunjukan cakupan penemuan

dan penanganan penderita penyakit :
1) penemuan penderita AFP dengan nilai pencapaian

secara bertahap sampai dengan sebesar > 2/ 100.000
penduduk usia < 15 tahun serta batas waktu

pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun

2015 ;
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2) penemuan dan penanganan penderita Pneumonia
balita dengan nilai pencapaian seca-ra bertahap
sampai dengan sebesar 1007o serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun
20r5;

3) penemuan penemuan dan penanganan pasien baru
TB BTA positif secara bertahap sampai dengan
sebesar 90Yo serta batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2O15;

4) penemuan dan penanganan DBD sampai dengan
sebesar 1007o serta batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2015;

5) penanganan penderita diare sampai dengan sebesar
1O07o serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2O15.

n. indikator SPM yang menunjukan cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin dengan nilai
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
1OO%o serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2015;

Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. indikator SPM yang menunjukan cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
1007o serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2015;

b. indikator SPM yang menunjukan cakupan pelayanan
gawat darurat level I yang harus diberikan sarala
kesehatan (RS) di kabupaten/ kota dengan nilai
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
100%o serta batas waktu pencapaian secara bertahap
sampai dengan tahun 2015;

Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,
terdiri atas indikator SPM yang menunjukan cakupan desa

/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jarn dengan nilai pencapaian secara
bertahap sampai dengan sebesar IOO%o serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

(3)
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(41 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d,
terdiri atas indikator SPM yang menunjukan cakupan desa
siaga aktif dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai
dengan sebesar 8O7o serta batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2O15.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM
Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB TV
PENGORGANISASIAJY

Paeal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan
berdasarkan SPM Bidang Kesehatan secara operasional
dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V
PERDNCANAAN, PELI\KSAITAAN DAN PEL/IPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk men5rusun
perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 1O

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan.

Bagtan Ketiga
Pelaporan

Pasal I I

(1) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan hasil
pencapaian target/kine{a penerapan SPM Bidang
Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(21 Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian

target/ kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan daerah
kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEilGAqIASAN DAIT EVALUASI

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan
pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesehatan yang

telah ditetapkan.

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada
Gubernur.

BAB VII
PENDAITAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan,
pencapaian target/ kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETEI|TUAN PHTUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Standar pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Moiokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal .1- J a^! q4Lr 2-O \3

BUPATI

MUSTOF

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 J.ar..r \ra-^ J-ro13

SEKRETARIS DAERAII KABUPA MOJOKERTO

BERITA DA"ERAH ATEr{ MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 3Z



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 38 TAHUN 2013
TANGGAL l- Ja''J\-16-r.-l l-€Lj

RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAI{

No
Pelayanan

Dasar
lndikator SPM Ni la i

Batas
Waktu
Penca-
paian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan
2012 2013 20t4 2015

1 . Pelayanan
Kesehatan
Dasa r

Cakupan kunjungan ibu
hamil  K4

95% 2015 92% 930/o 94% 95%
Dinas
Kesehatan

ltmlah ibu hamil yang memperoteh
pelalonan dntenatal K4 disntu

wil kerjd pdda klr''un waktu tertentu
r100%

lumLah sasaran ibu hdmil disatuvril kerja
dalam kurun waktu tertentu

Cakupan lbu Hamil
dengan kom pl ikasi
kebidanan yang di tangani

80% 2015 8oo/o 80% 80% 80%
Dinas
Kesehatan

Jtmlah komplikasi kebidanan ya g
mendapat penanganan de fini.if

disatu ||il kerjapada waktu tertentu
x 100%

Jtmlah ib dengan konpLikt si kebidanan

disatu vtil ker)a pada waktr tertentt

3 . Cakupan pertolongan
persal inan oleh bidan
atau tenaga kesehatan
yang memil ik i
kompetensi  kebidanan

95% 2015 94% 940/o 95% 95%
Dina s
Kesehatan

lunLah ibu bersalinya^g ditalang oLeh
tenaga kesehatan ditatu wiLayah
ker|a pada kurun \aaktu tertentu

x l00%
lumlah sascJan ibv bersaLin disatuwil kerjd

tertentr dalam kurun waktv tettentr

Cakupan pelayanan lbu
nifas 95% Z U I  ) 95o/o 95% 95% 93%

Dinas
Kesehatan

lumLatr ibu nifos yg te lah mer^perole h 3 kali
pelayanan nifas sesllai standar

disatu wiI ker ja padd ktrtn waktn tertentu
r70oah

Junlah seluruh ibunifas dis.ltuwiL kerja
tertentu dalam kurun waktu tertentu

5 . Cakupan neonata I  dengan
kompl ikasi  yang di tangani 80% 2015 7 5o/o 77% 80% 80%

Dina s
Kesehatan

) umLah ne onatus dengan komptikosi
yangIertanga^i

j ; i i ;Fa; iuruF neanl tu.Aensa' ' "^
komplikasi ya g ada

6. Cakupan kunjungan bayi

9Oo/o 2015 90% 90% 9O%6 90To
D inas
Kesehatan

Jumlatt bayi yang memperoLeh pelayanan
k e s e hat an se srai s tandar

dsat]J ML ket ja pd kurrLn waktu t ertentt
xl00o/a

Jumlah seluruh selbuh bayi lahir hidup
disat! w iL ket ja pada kur:ln waktu yg sama



No
Pelayanan

Dasar
lndikator SPM Nilai

Batas
Waktu
Penca-
paian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan
2012 2013 20t4 2015

7 . Cakupan Desa /
kelurahan universal  chi ld
immunizat ion (UCl)

> 95Yo 2015 9s% 95vo 95% 95%
Dinas
Kesehatan

J untah ke tvahan / de sa U C t

J urntdh se ttr1,h de sa / ke tvahan

8. Cakupan pelayanan anak
ba l i ta. 90% 2015 83% 85% 87% 90%

Dina s
Kesehatan

h^th anak baLita yg mempetoLe h pelayanall
pemdntauan pertunbthan minimaL I kaLi

disatu wiL kerjapdvraktu tertentu
lumLal", selurrh anak balita disdtu \9il

kerja dalam wdktu yang sam1

xl00%

Cakupan pemberian
maka nan pendamping air
susu ibu (MP-ASI) pada
anak usia 6-24 bln
keluarga miskin

100% 2015 LO0% LOg% roo% 700%
Dinas
Kesehatan

J mLah anok aid 6-  24 bLnkel@rga
miskin yg mendapat MP - AS1

lunt lch . . turr ianak n; ia 6 2 lbtn ^ ' " " '

kelrargamiskin

10. Cakupan bal i ta giz i  buruk
mendapat perawatan

LOg% 2015 t00% L00% LOj% 700%
Dinas
Kesehatan

JumLh balitc. gizi brruk mendapat perawatan
di sarana pelayanan kesehatan diwil ker)a

pada kv n waktu tertentu
lrmlah seluruh balita gizi buruk yang

ditenukan di \4il kerjn pada waktu tertentw

1 1 . Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat

l00o/o 2015 L00% LlOo/o tO9%6 100%
Dinas
Kesehatan

lumLahnurtd SD dansetingkat yg diperiksa
k e s e hat annya ole h t e nag a k e s e hatan di satu
wilayah kerja pada ku"un waktu tertentu

r100%
lumlah murid SD dan setingkat .tisatu wit

kerjadalam kurun wakru yg sama

L2. cakuoan Deserta KB aktif
70% 2UL> 70% TOYo 70% 70%

Dinas
Kesehatan

lumtan PU5 yatg metg gunakai kontr osepsl
dnailayah kerja pada krrun waktu tertentu
Jumlah seluruh PUS disatvwilayah kerta r100%

13. Cakupan penemuan dan
penanganan penderi ta
penyakit
a.  Penemuan penderi ta

AFP
2015

Dinas
Kesehatan

Junlah k6us AF P non polio yang
dilaporkan

J umLah pend.uduk tmur < lS tahun
r100.000



No
Pelayanan

Dasar
hdikator SPM Nilai

Batas
Waktu
Penca-
paian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan
20t2 20L3 20t4 2015

b. Penemuan dan
penanganan
penderi ta Pneumonia
balita

700% 2015 80% 9OYo 100% t00%
Dinas
Kesehatan

JumLah pendertta pnetmof,ia balita yg

ditangani disatu wil kerj a po4o kutun wakt!
Ie r len t r

ltmlah perkircat penderita Pneumonia bdita

d.isdtu wil kerjapadawaktu yg sama

:100

c. Penemuan dan
penanganan pasien

baru TB BTA posisitif
90% zu -L) 75% 80To 85% 90%

Dinas
Kesehatan

lumLah plsien baruTB RTA positif yang
ditemukal dan diobati

disatu wil kerjapada knun waktn terteattL
Jumlah per kiraan p6 iet baru T B 8TA

pasitil disattwil keija pdda waktu y g sdma

t70096

d. Penemuan dan
penangana n DBD roo% 2 U  t 5 700% roo% LOO% L00%

Dinas
Kesehatan

lmlpenderita DBD tg ditangani sesuei SOP
disatu v'il kerjapada kw1/n waktu tertentr

lrmlah penderita DBD yang rlitemukan
disatuwil kerja pada wdkt! yg sonQ

r100%

e. Penanganan
penderi ta diare TOQo/o 2015 8oo/o 8s% 90% ro0% D inas

Kesehatan

Junuanpenaefrta atafe yang aatang sat
ddn dilayani disarana kesehatan dan kader
disatu wiL keria pad.a kurun waktu tertentu-.'-......-_i-r--:100%

J u ntan per Ktraan pe na er  Ea

1,4. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masya rakat miskin

700% 2015 100% IOOTo llQTo !oo% Dinas
Kesehatan

Jumlah kuntunga^ pasienmaskin di

xl00Yo
) umlah se luflh mas kin dt Ka bupaten

Pelayana n
Kesehatan
Rujukan

Cakupan pelaya nan
kesehatan rujukan pasien
masya rakat miskin

700% 2015 no% too% ro0% rco% Dinas
Kesehatan

Jumlah pasienmaskindi
sarker strota 2 dan 3 r100%

I uft Loh s e turuh mas k in di K abup dt en

l o , Cakupan pelayanan
gawat darurat level I yang
harus diber ikan sarana
kesehatan (RS) di
Ka bupaten / Kota

700% 2015 90% 95% LO0% tojlo
Dinas
Kesehatan

Pelayanan gawat d.arurat LeveI !
,1004/0

I  umlah RS K abtpaten/ K ota



No
Pelayanan

Dasar
lndikator SPM Ni la i

Batas
Waktu
Penca-
paian

Target Pencapaian Tahunan SKPD/
Lembaga

Penangtung
,awab

Xeterangan
20L2 2013 20L4 2015

17 . Penyel id ikan
epidmio logi
d a n
penanggulang
a n  K L B

Cakupan Desa /
Kelura han mengalami  KLB
yang d i la  kuka n
penyel id ika n
epidemiologi  < 24 jam

L00% 2015 95% 100% ro0% 700%
D i n a s
Kesehata n

l n l lh  KLB d i  desa/keLu . ]hen ydns  d i tansdn i

<  24  jam da lan  pe l  nde te r ten tu

t u ; i i i f f i ' 1 0 4 " 1 '
p ada per 0.1e :,-ing t dnla

1 8 . Promosi
kesehatan dan
pem Deroayaa
n masya ra kat

Cakupan Desa Siaga Akt i f

80% 201s 50% 60% 70% 80%
Dinas
Kesehatan

lnmlah desa sLaoa akt t f- + 1 1 0 0 9 .
h i n l d h  d e . a  s t a a o  y o r  q  ' t t h t n t u L

BUPATI

MUSTOF


